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PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO 
KECAMATAN oom 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 

NOMOF 2 LancooWovonaanan aan un anna na nana nanaan aa 

Yanga bertanda tangan dibawah ini : 
Nama Pankaknaananaaanar 
Jabatan : Kepala Desa............ 
Alamat : (sesuai KTP) 

dengan ini menyatakan bahwa pengajuan proposal permintaan Bantuan Keuangan 
Kepada Desa/Alokasi Dana Desa Tahap... yang kami ajukan, sebesar 
RP. na - TEMbIlANG 1... Rupiah, akan saya 

gunakan sesuai dengan proposal yang kami ajukan, dan dengan ini menyatakan 
dengan sebenarnya bahwa : 

1. Bertanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan Bantuan Keuangan Kepada 
/Alokasi Dana Desa sebesar tersebut diatas: 

2. Jumlah uang tersebut diatas tidak akan dipergunakan untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan 
yang berlaku: 

3. Bersedia memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 6 
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa/Alokasi 
Dana Desa dan Insentif, Pelaksanaan sesuai pasal 10, Penatausahaan, dan 
Pelaporan sesuai dengan Pasal 11, 12 dan 13: 

4. Laporan penggunaan dana merupakan bukti fisik yang menjadi tanggung jawab 
mutlak: 

5. Bersedia dan koorporatif terhadap auditor/pemeriksa yang akan melakukan 
pemeriksaan atas keabsahan Laporan pelaksanaan kegiatan yang saya 
sampaikan dengan menunjukan bukti fisik atas penggunaan dana. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk, dan sewaktu-waktu 
bersedia dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang atas belarja bantuan 
keuangan Kepada Desa/Alokasi Dana Desa yang kami terima sebesar tersebut diatas 

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.. 

Kepala Desa Selaku Pernegang Kekuasaan 
dan kekayaan yang dipisahkan 
  

Materai 6000 

      

menennavannan eren gurun gunung an una rena 

(Nama Jelas)



  

BUPATI BOALEMO 
  

PERATURAN BUPATI BOALEMO 

NOMOR »£ TAHUN 2015 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA 

ALOKASI DANA DESA DAN INSENTIF 

KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 

BUPATI BOALEMO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan 

peningkatan pelayanan dasar serta pemberdayaan 

masyarakat desa, Pemerintah Kabupaten Boalemo 

mengalokasikan anggaran berupa Bantuan Keuangan 

Kepada Desa yang dianggarkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo 

Tahun 2015, 

b. bahwauntuk mengoptimalkan penggunaan Bantuan 

Keuangan Desa dimaksud, maka perlu ditetapkan 

Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada 

Desa/Alokasi Dana Desa dan Insentif Kabupaten 

Boalemo Tahun 2015, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang 

Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada 

Desa/Alokasi Dana Desa dan Insentif Kabupaten 

Boalemo Tahun 2015, 

Mengingat :1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3899),sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas



  

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3965), 

Undang -— Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 

Undang - UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400): 

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234): 

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

|



10. 

11. 

12. 

1S, 

14. 

15. 

16. 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 

2004 tentang Transparansi Pelayanan Publik dalam 

Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Boalemo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Boalemo Nomor 111), 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 

2004 tentang Partisipasi Masyarakat — dalam 

Penyelenggaraan Pembangunan dan Proses Kebijakan 

Publik di Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah 

Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 112 ), 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 

2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Boalemo Nomor 158), 1



17. 

18. 

Memperhatikan : 

Menetapkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 

2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 

BoalemoTahun 2014 Nomor 7 ), 

Peraturan Bupati Boalemo Nomor 40 Tahun 2014 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah 

Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 484). 

Telaahan Staf Kepala Kantor Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo 

Nomor : 412.6/Sos/PM/39/I1/2015 tanggal 27 

Februari 2015 tentang Workshop Bantuan Keuangan 

Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2015 

Hasil Workshop Bantuan Keuangan Desa Kabupaten 

Boalemo Tahun 2015 yang dilaksanakan pada 

Tanggal 11 Maret 2015 bertempat di Aula Putra 

Tunggal Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta. 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS BANTUAN KEUANGAN DESA/ALOKASI DANA 

DESA KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalm peraturan bupati ini yang dimaksud dengan : 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo 

2
»
 

kabupaten. 

Bupati adalah Bupati Boalemo. 

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo. 

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

1



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat asal usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa. 

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 

sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga yang di bentuk oleh 

masyarakat atau pemerintah desa yang sesuai dengan kebutuhan dan 

merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 

Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala desa 

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan,membayarkan dana serta mempertanggungjawabkan 

keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaran pemeritah daerah dan pembangunan daerah. 

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk 

membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan 

digunakan — untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Bantuan Keuangan Kepada Desa adalah bantuan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Boalemo yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan 

Pusat dan Daerah untuk penyelenggaraan operasional Pemerintahan 

1



15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Desa dan pemberdayaan masyarakat, melalui Alokasi Dana Desa (ADD) 

dan Pemberian Insentif bagi Aparat Desa, Lembaga Desa, PPKBD-Sub 

PPKBD, Kader Posyandu, Dasa Wisma, Pemangku Adat, Imam Jamaah, 

Guru Ngaji, Pendeta, Guru Sekolah Minggu, Mangku dan Guru 

Pesantian. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat 

APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut 

APBDesa adalah anggaran tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten Boalemo yang 

dialokasikan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk Bantuan Keuangan 

Kepada Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar dapat tumbuh 

dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Insentif adalah Dana APBD Kabupaten Boalemo yang dialokasikan 

kepada Pemerintah Desa dalam bentuk Bantuan Keuangan Kepada Desa 

untuk membiayai Insentif bagi aparat Desa, Lembaga Desa, PPKBD-Sub 

PPKBD, Kader Posyandu, Dasa Wisma, Pemangku Adat, Imam Jamaah, 

Guru Ngaji, Pendeta, Guru Sekolah Minggu, Mangku dan Guru 

Pesantian. 

Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, 

perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan 

pelatihan, konsultasi, supervise pelaksanaan penyelenggaran 

Pemerintahan Desa. 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, 

atau bantuan kepada masyarakat pedesaan dalam memanfaatkan 

sumber daya alam secara lestari. 

Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses prubahan dan 

perbaikan disegala bidang kepentingan masayarakat kearah yang lebih 

baik. 

Pemeliharaan adalah kegiatan penanganan yang berupa pencegahan, 

perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan 

kondisi agar tetap berfungsi secara optimal. i



23. Rehab adalah kegiatan penanganan kegiatan terjadinya kerusakan yang 

luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang 

berakibat menurunnya konsisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu 

dengan kondisi rusak ringan agar penurunan kondisi kemantapan 

tersebut dapat dikembalikan pada kondisi yang baik dan sesuai. 

BAB II 

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA 

(ALOKASI DANA DESA) 

Bagian Kesatu 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

(1) Maksud Bantuan Keuangan Kepada Desa (Alokasi Dana Desa dan Insentif) 

adalah untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta 

meningkatkan kesejahteraan pemerintahan desa. 

(2) Tujuan Bantuan Keuangan Kepada Desa/Alokasi Dana Desa adalah 

sebagai berikut : 

a. 

b. 

Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan 

Meningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat 

desa dan pemberdayaan masayarakat 

Meningkatakan pembangunan insfrastruktur pedesaan 

d. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Desa yang Berbasis IT dalam 

Menunjang Pemerintahan Desa 

Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam 

rangka meningkatkan perwujudan sosial. 

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat 

Meningkatkan pelayan kepada masyarakat Desa dalam rangka 

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 

Meningkatkan kegiatan keswadayaan dan gotong royong masayarakat 

Meningkatkan pendapatan dengan dan masayarakat Desa melalui 

Badan Usaha Milik Desa. |



Bagian kedua 
Perencanaan 

Pasal 3 

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. 

(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa kepada Kepala Desa. 

(3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan 

Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. 

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober 

tahun berjalan. 

(5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati 

bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan oleh 

Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain 

paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 

(6) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari 

kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. 

(7) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam 

batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa 

tersebut berlaku dengan sendirinya. 

(8) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan 

umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala 

Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja 

terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 

(9) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan Kepala Desa tetap 

menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi 

Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan 

Keputusan Bupati/Walikota. !



GC 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Bagian ketiga 

Proporsi/ Besaran Bantuan Keuangan Kepada Desa 

Pasal 4 

Besaran Bantuan Keuangan Kepada Desa (Alokasi Dana Desa) dihitung 

dengan cara: 

e asas merata yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, 

yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), dan 

e asas adil yaitu besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa 

(BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yang 

selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). 

Besarnya perbandingan antara ADDM dan ADDP adalah ADDM 

sebesar 6094 (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan ADDP sebesar 

4076 (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD. 

Insentif sesuai dengan jumlah aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PPKBD-Sub PPKBD, 

Kader Posyandu dan Dasawisma di masing-masing desa sesuai Peraturan 

Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga. 

Bagian keempat 

Sumber Anggaran 

Pasal 5 

Bantuan Keuangan Kepada Desa/ Alokasi Dana Desa bersumber dari Dana 

Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Boalemo setelah 

dikurang dengan Belanja Pegawai dikalikan 10Y6 (sepuluh per seratus). 

(1) 

Bagian kelima 

Perhitungan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Desa 

Pasal 6 

Rumus Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Desa/Alokasi 

Dana Desa untum masing-masing Desa : 

a. Rumus penetapan Alokasi Dana Desa sebagai berikut : 
  

ADD - ADDM 4 ADDP 
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Keterangan : 

ADD - Alokasi Dana Desa 

ADDM - Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan 

tiap desa sama) sebesar 60 Y 

ADDP - Alokasi Dana Desa Proporsional 

(berdasarkan perhitungan koefisien 

variabel) sebesar 40 Yo 

b. Rumus untuk menentukan Bantuan Keuangan Kepada Desa/Alokasi 

Dana Desa Proporsional 

  

ADDPx - BDx (ADD-SADDM ) 
    
  

Keterangan : 

ADDPx - Alokasi Dana Desa Proporsional untuk 

desa x 

BDx - Nilai Bobot Desa untuk Desa x 

ADD - Total Alokasi Dana Desa 

YADDM z Total Alokasi Dana Desa Minimal 

Xx z Desa 

c. Penentuan Nilai Bobot Desa (BDx) ditentukan berdasarkan beberapa 

variabel independen. Varibale independen terdiri dari variabel 

independen utama dan variabel tambahan. Variabel independen yang 

digunakan adalah: 

(2) Variabel independen utama yaitu Jumlah Penduduk, Luas Wilayah 

Desa,Jumlah Pemegang Kartu Perlindungan Sosial. 

(3) Rumus untuk menentukan Nilai Bobot Desa (BDx). 

  

BDx 5 a1KVI #-a2KV2 #....... an KVn 

    
  

Keterangan : 

Aly Oh... an adalah angka bobot dari masing-masing /



-1T- 

variabel 

KVI, KV 2 ....KVn adalah koefisien masing-masing variabel 

(4) Penetapan Variabel dan Bobot Variabel: 

  

  

  

  

      

No Variabel Angka Bobot 

Jumlah penduduk 0,30 

Luas wilayah desa 0,20 

Jumlah Pemegang Kartu 0,50 

Perlindungan Sosial 

Jumlah 1,00     
  

Keterangan : 

a. Variabel Jumlah Penduduk Adalah Jumlah Penduduk per desa 

b. Variabel Keluarga Miskin (Gakin) adalah jumlah keluarga miskin 

per desa 

c. Variabel Luas Wilayah adalah luas wilayah desa 

Bagian keenam 

Pengorganiasasian 

Pasal 7 

(1) Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Desa Tingkat Kabupaten 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Boalemo yang terdiri dari instansi 

pemerintah dan unsur-unsur terkait dengan komposisi sebagai berikut : 

a. Pembina I 

b. Pembina II 

c. Penanggung Jawab 

d. Pengarah Bidang Pemerintahan 

e. Pengarah BidangEkonomi 

Pembangunan 

Bupati Boalemo 

Wakil Bupati Boalemo 

Sekretaris Daerah Kabupaten 

Boalemo 

Asisten Kebijakan 

Pemerintahan 

Setda Kabupaten Boalemo 

Asisten Kebijakan 

Perekonomian 

dan Pembangunan Setda 

Kabupaten Boalemo
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Ketua Tim : Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kabupaten Boalemo 

Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda 

Kabupaten Boalemo 

Anggota : 1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Boalemo 

2. Inspektur Kabupaten Boalemo 

3. KepalaBadan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Boalemo 

4. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan 

dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Boalemo 

5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Boalemo 

  

6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 

Boalemo 

7. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Boalemo 

8. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan 

Kabupaten Boalemo 

9. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Kabupaten Boalemo 

10.Kepala Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten 

  

Boalemo 

11.Kepala Bagian Ekonomi dan 

Pembangunan Setda Kabupaten 

Boalemo 

12.Kepala Bagian Hukum dan Organisasi 

Setda Kabupaten Boalemo 

13.Kepala BidangPerencana Makro pada 

BAPPEDA 

14.Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada 

Kantor Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

15.Kepala Seksi Pengembangan Kawasan, 

Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 

1
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pada Kantor Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

16. Kepala Seksi Usaha Ekonomi 

Masyarakat pada Kantor Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

17.Kepala Seksi Bimbingan Organisasi 

Bantuan Sosial dan Usaha 

Kesejahteraan Sosial pada Kantor Sosial 

dan Pemberdayaan Masyarakat 

18.Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa 

pada Bagian Tata Pemerintahan Setda 

Kabupaten 

19.Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten 

Boalemo 

(2) Tugas Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten 

a. Merumuskan kebijakan tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa 

(pengelolaan dan pemanfaatan ADD dan Insentif Aparat dan Lembaga 

Desa), 

Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumus 

yang telah ditetapkan, 

. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

Bantuan Keuangan Kepada Desa bersama dengan Tim Pendamping 

Tingkat Kecamatan dalam proses pelaksanaan Bantuan Keuangan 

Kepada Desa, 

Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan 

pelatihan /sosialisasi kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa, 

. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaaan Bantuan 

Keuangan Kepada Desa, dan 

Memberikan laporan kemajuan desa dalam pengelolaan Bantuan 

Keuangan kepada Bupati boalemo berdasarkan laporan Tim Pendamping 

Tingkat Kecamatan. 

Sekretariat Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten Boalemo berkedudukan 

di Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo. 

(3) Selain Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten guna efektif dan efisiennya 

pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa, maka dibentuk Tim 

Verifikasi Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo. /
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a. Susunan Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten 

Pengarah : Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kabupaten Boalemo 

Ketua : Kepala Seksi Pengembangan Kawasan, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan 

Teknologi Tepat Guna pada Kantor Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

Sekretaris : Pengelola Program bantuan keuangan kepada 

desa 

Anggota : Staf Seksi PK-PM Dan P-TTG 

b. Tugas Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten 

. a. Melakukan penelitian akhir kesesuaian pengajuan anggaran Dana 

- Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD dan Insentif) setelah 

diadakan penelitian dari Tingkat Kecamatan, 

b. Memberikan rekomendasi untuk pencairan pengajuan dana Bantuan 

Keuangan Kepada Desa 

c. Berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait untuk 

melakukan Verifikasi dilapangan terutama untuk desa yang 

bermasalah dalam pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Kepada 

Desa. 

(4) Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang 

ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut : 

  

Pembina : Camat 

Ketua : Sekretaris Camat 

Sekretaris 1 Kepala Seksi yang membidangi Pemberdayaan 

Masyarakat 

Anggota : Kepala Seksi yang membidangi Pemerintahan 

a. Tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan adalah : 

a) Memfasilitasi proses perencanaan dan pelaksanaan penggunaan 

Bantuan Keuangan Kepada Desa, 

b) Melakukan penelitian kesesuaian pengajuan anggaran Bantuan 

Keuangan Kepada Desa, 

c) Memverifikasi proposal/dokumen kegiatan dan persyaratan lainnya, 

d) Melakukan penelitian/verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) 

dengan bukti-bukti pengeluaran, i



2) 

h) 
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Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa diwilayahnya, 

Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan 

kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa, dan 

Meneliti dan membuat rekapitulasi laporan pengelolaan Bantuan 

Keuangan Kepada Desa dari desa-desa, kemudian melaporkannya 

kepada Bupati Boalemo melalui Tim Koordinasi Bantuan Keuangan 

Kepada Desa Tingkat Kabupaten Boalemo. 

Memverifikasi proposal/dokumen kegiatan dan persyaratan 

administrasi lainnya setelah diadakan verifikasi dari Tingkat 

Kecamatan, 

(5) Tingkat Desa 

a. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengeloalaan keuangan Desa 

dan mempunyai kewenangan sebagai berikut : 

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes, 

Menetapkan Pelaksana Teknis Kegiatan Pengelola Keuangan Desa 

(PTPKD), 

Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan 

Desa, 

Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam 

APBDes, 

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APBDes. 

b. Pelaksana Teknis Pengelola Kuangan Desa(PTPKD) adalah unsur 

Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan 

pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Desa, dengan susunan sebagai berikut : 

Sekretaris Desa : Koordinator PTPKD 

Kepala Urusan : Pelaksana Kegiatan sesuai Bidangnya 

Bendahara : Urusan Keuangan 

a) Tugas Pelaksana Teknis Pengelola Kuangan Desa (PTPKD) 

(1) Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD 

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa, 

- Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, 

Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBDesa, 1
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- Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBDesa, 

- Melakukan verifikasi terhadap bukti - bukti penerimaan dan 

pengeluaran APBDesa. 

(2) Kepala Urusan selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya 

- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya, 

- Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga 

kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa, 

- Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas 

beban anggaran belanja kegiatan, 

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, 

- Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Kepala Desa, 

- Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan. 

(3) Bendahara selaku Urusan keuangan 

- Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, 

menatausakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan, 

pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam 

rangka pelasanaan APBDesa. 

Bagian ketujuh 

Pengelolaan dan Penggunaan 

Pasal 8 

(1) Prinsip-prinsip pengelolaan 

a. Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa merupakan satu 

kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. 

b. Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa merupakan 

penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan 

melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 

penerimaan sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten. 

c. Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada point 2 

dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran 

d. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

administratif, teknis dan hukum. f 

(2) Sasaran



b. 

c. 

d. 
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Meningkatkan Penyelenggaraan Efektifikas Pemerintahan Desa 

Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan Desa 

Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat 

Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Desa 

(3) Penggunaan 

a. Untuk besaran dan jenis penggunaan Bantuan Keuangan Kepada 

Desa/Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut : 

a) Paling sedikit 70Y6o (tujuh puluh perseratus) dari Jumlah Anggaran 

Belanja Desa digunakan untuk mendanai : 

. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

" Pelaksanaan Pembangunan Desa 

» Pembinaaan Kemasyarakat Desa, dan 

- Pemberdayaan Masyarakat Desa 

. Belanja Tak Terduga 

b) Paling banyak 306 (Tiga puluh perseratus) dari Jumlah Anggaran 

Belanja Desa digunakan untuk mendanai : 

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 

- Operasional Pemerintah Desa 

- Tunjangan dan Operasional BPD 

Untuk besaran Gaji Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif 

BPD, LPM, Kader Posyandu, PPKBD-Sub PPKBD, Ketua Dasawisma, 

Pemangku Adat, Imam Jamaah, Guru Ngaji, Pendeta, guru Sekolah 

Minggu, Mangku dan Guru Pesantian, dibayarkan mengacu pada 

alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten 

Boalemo. 

(4) Penyaluran dana desa terbagi atas 2 (dua) yaitu : 

a. Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa/Alokasi Dana Desa 

dilakukan secara bertahap : 

- Tahap Pertama sebesar 50 Yo (Lima Puluh persen) 

- Tahap Kedua sebesar 50 Yo (Lima Puluh persen) 

b. Penyaluran Dana Insentif dilakukan pertriwulan (setiap 3 bulan) yang 

didahului dengan pemasukan permohonan pengajuan dan verifikasi 

pesertujuan laporan kinerja yang bersangkutan (Kepala Desa dan 

Perangkat Desa, Insentif BPD, LPM, Kader Posyandu, PPKBD-Sub 

PPKBD, Ketua Dasawisma, Pemangku Adat, Imam Jamaah, Guru 

Ngaji, Pendeta, guru Sekolah Minggu, Mangku dan Guru Pesantian)
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Bagian kedelapan 

Peryaratan pencairan 

Pasal 9 

(1) Mekanisme penyaluran dana ADD sebagai berikut : 

a. Penyaluran dana Tahap 1 sebesar 50 Y dapat dilakukan apabila 

pemerintah desa sudah membuat : 

Dokumen RPJMDesa 

Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa 

(RKPDesa) 

Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa, 

Proposal/Dokumen penyaluran dana Tahap Idisampaikankepada 

Bupati Boalemo melalui Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan 

Keuangan Dan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, 

dilampiri persyaratan sebagai berikut: 

Surat Permohonan Penyaluran Tahap I 

Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan 

Tingkat Desa, 

Kwitansi penerimaan dana Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala 

Desa dan Bendahara Desa: 

Berita Acara Penyerahan Pembayaran Tahap I ditandatangani oleh 

Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Ketua BPD: 

Berita acara hasil musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan 

ADD dan dilampiri dengan daftar hadirnya, 

Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rencana penggunaan 

ADD: 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dilaksanakan dari dana 

ADD Tahap I setelah mendapat persetujuan Ketua BPD, 

Fotocopy nomor rekening Desa 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Alokasi Dana Desa Tahap 

I yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang dilampiri dengan SPJ 

Tahun Sebelumnya 

Hasil Tim Verifikasi dari Kecamatan (Format Terlampir) 1
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Surat Persetujuan dari Camat perihal Persetujuan Penyaluran ADD 

Tahap I. 

Penyaluran dana tahap II sebesar 50 Yo, dapat dilakukan apabila desa 

sudah membuat : 

Surat Kepala Desa Perihal Permohonan Pencairan ADD Tahap II 

Kepada Bupati Melalui Camat disampaikan kepada Bupati Boalemo 

melalui Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 

tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dilampiri : 

Laporan perkembangan fisik dan keuangan. 

Surat Permohonan Penyaluran Tahap II 

Kuitansi penerimaan dana Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala 

Desa dan Bendahara Desa: 

Berita Acara Penyerahan Pembayaran Tahap II ditandatangani oleh 

Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah diketahui oleh Ketua BPD, 

Daftar Rincian Kegiatan (DRK) yang akan dilaksanakan dari dana 

ADD Tahap II setelah mendapat persetujuan Ketua BPD, 

Fotocopy nomor rekening Desa 

Tertib administrasi pengelolaan Raskin 

Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak Alokasi Dana Desa Tahap I 

yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang dilampiri dengan SPJ 

Tahap 1 5046 

Surat Persetujuan dari Camat perihal Persetujuan Penyaluran ADD 

Tahap II. 

(2) Mekanisme Penyaluran Dana Insentif dilakukan pertriwulan (setiap 3 bulan) 

yang didahului dengan pemasukan permohonan pengajuan dan verifikasi 

pesertujuan laporan kinerja yang bersangkutan (Kepala Desa dan Perangkat 

Desa, Insentif BPD, LPM, Kader Posyandu, PPKBD-Sub PPKBD, Ketua 

Dasawisma, Pemangku Adat, Imam Jamaah, Guru Ngaji, Pendeta, guru 

Sekolah Minggu, Mangku dan Guru Pesantian) dengan pesyaratan sebagai 

berikut : 

Surat Keputusan Penerima Gaji dan Insetif: 

Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa. 

Laporan Progres Penagihan SPKP yang didanai oleh PNPM Mandiri 

Perdesaan dimasing-masing Desa
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e Daftar Rincian Penggunaan Dana 

e Foto Copy Rekening 

e Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak yang dilampiri SPJ 

Sebelumnya 

e Surat Persetujuan dari Camat perihal Persetujuan Penyaluran Insentif. 

(3) Permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa/ Alokasi Dana 

Desa diverifikasi kebenarannya secara administratif dan teknis oleh Tim 

Pendamping Tingkat Kecamatan. 

(Y) Atas hasil verifikasi Tim Pendamping Tingkat Kecamatan tersebut, Camat 

mengajukan persetujuan permohonan penyaluran Dana Desa dan Bantuan 

Keuangan Kepada Desa kepada Bupati melalui Kepala Kantor Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo dengan melampirkan 

semua persyaratan. 

(5) Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo 

atas dasar pengajuan persetujuan dari Camat mengajukan permohonan 

pencairan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kabupaten Boalemo dan selanjutnya menyalurkan ke rekening 

Bendahara Desa masing-masing. 

(6) Pencairan dana di bank dilakukan oleh Bendahara Desa bersama 

Kepala Desa. 

(7) Untuk penarikan Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Desa) slip 

penarikan Giro ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa 

diatas materai 6000 atau sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh Pihak 

Bank Sulut Cabang Tilamuta. 

Bagian Kesembilan 

Pelaksanaan 

Pasal 10 

(1) Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa/Alokasi Dana Desa mserta 

disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Keputusan Kepala Desa tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), dan telah tertuang dalam 

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

serta disesuikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 

2015. 

1
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(2) Perubahan Peraturan Desa tentangDana Desa dan Bantuan Keuangan 

Kepada Desa/ADDdapat dilakukan apabila terjadi: 

a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis 

belanja: 

keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) 

tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, 

terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa 

pada tahun berjalan, dan/atau 

terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis 

ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, 

. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah. 

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 

tahun anggaran. 

(3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara 

penetapan APBDesa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Mengadakan musyawarah di Desa dan dibuat Berita Acara Perubahan 

Kegiatan Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Desa/ADDyang 

disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait seperti Ketua LPM Desa, 

Ketua BPD serta dilampiri daftar hadir musyawarah, 

. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan 

Penggunaan Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Alokasi 

Dana Desa (yang baru), 

Berita Acara Musyawarah Perubahan Kegiatan ADD dan Keputusan 

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada point b di atas, segera 

disampaikan kepada Camat dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten serta 

aparat pengawas fungsional. 

(4 Perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan 

kepada BPD. 

Bagian kesepuluh 

Penatausahaan dan Pelaporan 

Pasal 11 

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. 

(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 

l
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(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban. 

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 

10 bulan berikutnya. 

(5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) menggunakan: 

a. buku kas umum, 

b. buku Kas Pembantu Pajak, dan 

c. buku Bank. 

Pasal 12 

(1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai 

dengan Alokasi Dana Desa(ADD)adalah sebagai berikut : 

a. Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang dibuat setiap 

bulan dengan bukti - bukti pengeluaran yang sah dan bukti atas 

penyetoran PPN dan PPH ke Kas Negara, 

Laporan realisasi fisik dan keuangan penggunaan ADD yang dibuat 

secara rutin setiap bulan, yang meliputi realisasi penerimaan ADD dan 

realisasi belanja ADD serta perkembangan fisik, dan 

Laporan akhir penggunaan ADD yang mencakup perkembangan 

pelaksanaan dan penyerapan dana, permasalahan yang dihadapi dan 

rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD yang laporan 

dibuat pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan. 

Mekanisme pelaporan adalah sebagai berikut : 

i. Bendahara wajib membuat Laporan Surat Pertanggung Jawaban 

(SPJ) ADD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya 

kepada Bupati Boalemo cg. Kepala BPKAD dengan tembusan 

disampaikan kepada Kepala Kepala Kantor Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo melalui Camat, 

ii. Laporan realisasi fisik dan keuangan penggunaan ADD paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnya dikirimkan kepada Kepala 

Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo 

melalui Camat, dan
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iii. Laporan akhir penggunaan ADD dikirim kepada Kepala Kantor 

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo paling 

lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Pasal 13 

(1) Bentuk pelaporan atas Dana Insentif Kepala Desa dan Perangkat Desa, 

Insentif BPD, LPM, Kader Posyandu, PPKBD-Sub PPKBD, Ketua 

Dasawisma, Pemangku Adat, Imam Jamaah, Guru Ngaji, Pendeta, guru 

Sekolah Minggu, Mangku dan Guru Pesantianadalah sebagai berikut : 

a) Laporan Pertanggungjawaban Dana Insentif dibuat setiap bulannya 

dengan bukti-bukti pengeluaran sah, 

b) Laporan akhir penggunaan Dana Insentif mencakup perkembangan 

pelaksanaan dan penyerapan dana, permasalahan yang dihadapi dan 

rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Insentif yang 

dibuat pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan. 

(2) Mekanisme pelaporan adalah sebagai berikut : 

a) Bendahara wajib membuat Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) 

Penggunaan Dana Insentif paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya kepada Bupati Boalemo cg. Kepala BPKAD dengan 

tembusan disampaikan kepada Kepala Kepala Kantor Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo melalui Camat, 

b) Laporan realisasi fisik dan keuangan penggunaan dana Insentif paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnya dikirimkan kepada Kepala Kantor 

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo melalui 

Camat. 

(3) Format Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Desa/Alokasi Dana Desa 

dan Insentif sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dalam 

Peraturan Bupati ini. |
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BAB III 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 14 

(1) Pembinaan atas pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa, 

dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Desa 

Kabupaten Boalemo yang meliputi : 

a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan Bantuan Keuangan 

Kepada Desa, 

b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Alokasi 

Dana Perimbangan Desa, 

c. Pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kemampuan 

keuangan daerah, 

d. Penelitian, pengembangan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan 

Keuangan Kepada Desa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh 

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan. 

(2) Pengawasan Internal oleh Kepala Desa setiap Rutin sebulan sekali dengan 

melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan Dana Desa dan 

Bantuan Keuangan Kepada/ADD. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan 

dalam Berita Acara pemeriksaan Kas sebagaiman terlampir dalam perbup 

ini, 

(3) Pengawasan oleh BPD sebagaimana peraturan yang berlaku, 

(4) Pengawsan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap 

pelaksanaan, 

(5) Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Boalemo sebagai pengawas intern 

yang merupakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan ADD dan 

penyelenggaraan pemerintahan Desa, 

(6) Pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan 

sebaiamana diatur dalam Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. 

BAB IV 

SANKSI DAN GANTI RUGI 

Pasal 15 

(1) Tuntutan Ganti Rugi diberlakukan terhadap Bendahara Desa baik 

| 
langsung maupun tidak langsung yang merugikan desa.



» Ia 

(2) Informasi mengenai adanya kekurangan/penyimpangan perbendaharaan 

yang mengakibatkan kerugian Desa dapat diketahui dari beberapa 

sumber : 

a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan daerah: 

b. hasil pengawasan dan pemeriksaan Kepala Desa, dan 

c. informasi dari BPD dan masyarakat. 

(3) Kepala Desa wajib memeriksa kebenaran laporan dan melakukan tindakan 

dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian Desa 

dengan bantuan aparat pengawasan daerah dan BPD. 

(4) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilakukan 

dengan upaya damai oleh bendahara Desa dan/atau ahli waris baik 

sekaligus/ tunai atau angsuran. 

(5) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya 

damai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berhasil, maka proses 

tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(6) Dalam hal penyimpangan yang disebabkan adanya kebijaksanaan 

Pemerintah Desa, maka Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan 

kepada Bupati. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Boalemo ini, maka Peraturan Bupati 

Boalemo Nomor 02 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan 

Kepada Desa di Kabupaten Boalemo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi 

Pasal 17 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut 

oleh Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Boalemo. 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Ab 

Agar setip orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Boalemo. 

Ditetapkan di Tilamuta 

Pada tanggal A7 Merek / 2015 

  

    

Diundangkan di Tilamuta 

Pada tanggal 27 Maret J0 

SEKRETARIS DAE KABUPATEN BOALEMO 

1 

Ba 

Ir. SUJARNO ABD. HAMID 

NIP. 195812261989031004 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 NOMOR 493
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LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI BOALEMO 

NOMOR & TAHUN 2015 

TANGGAL 27 MARET 2015 

FORMAT PENGAJUAN PENCAIRAN 
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA/ALOKASI DANA DESA 

TAHUN 2015 

VERIFIKASI KELENGKAPAN PROPOSAL / DOKUMEN RENCANA 
PENGGUNAAN 

BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA TINGKAT KECAMATAN 

KABUPATEN 
KECAMATAN 
DESA 

Cek list kelengkapan proposal / dokumen rencana penggunaan Bantuan 
Keuangan Kepada Desa. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

HASIL PEMERIKSAAN 

NO. URAIAN ADA TIDAK 
ADA 

1. | Keputusan Kepala Desa tentang RKPDesa 
2. | Peraturan Desa tentang APBDesa 
3. | Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengguna 

Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 
Sebelumnya 

4. | Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan 
Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa 
(PTPKD) 

5. | Kwitansi Penerimaan Dana Tahap ...... 
6. | Berita Acara Penyerahan Pambayaran Tahap 

7. | Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang 
Rencana Pengguna Bantuan Keuangan 
Kepada Desa 

8. | Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan 
Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan 
Kepada Desa 

9. | Rencana Anggaran Biaya (RAB) dana 
BantuanKcuangan Kepada Desa Tahap ...... 

10. | Foto copy nomor Rekening Desa     
  

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan proposal / dokumen rencana 
pengguna dan Bantuan Keuangan Kcpada Desa serta hasil pembahasan 
bersama antara tim pelaksana Desa dan tim pendamping Kecamatan, maka 
dapat direkomendasikan sebagai berikut : 

  

  

  

    perlu diperbaiki oleh Desa 
  

LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan untuk di proses 
selanjutnya oleh Tim Verifikasi Kabupaten 

TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT dan
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Catatan verifikasi : 

  

  
  

Rekomendasi ini dibuat pada tanggal 
Oleh Tim Pendamping Kecamatan 
  

NO. NAMA / NIP JABATAN TANDA TANGAN 

  

Camat 
  

Sekcam 
  

Kasie Pemerintahan 
  

Kasie Sosial dan Kesra 
  

N
P
M
 
IN
I 

Staf Seksi Sosial dan 

Kesra         OI
 R
I
M
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#1“ PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO 

  

DESA ....ocoooo. 

  

Nomor 
Lampiran: 
Perihal 

Bantuan Keuangan Kepada Desa (Alokasi Dana Desa) Tahap 

...... nunuuguanannn 

Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan 
Kepada Desa (Alokasi Dana Desa) Tahap ....... 
Tahun Anggaran 2015 

Kepada Yth, 
Camat... 
Cg. Tim Pendamping Kecamatan 
Bantuan Keuangan Kepada Desa/Alokasi Dana Desa 
Tahun 2015 
Di 

Tempat 

Sehubungan akan direalisasikannya pencairan Bantuan 
Keuangan Kepada Desa (Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2015, 
bersama ini kami mengajukan permohonan untuk menyalurkan dan 

..... 

  

  

  

sebesar Rp. Li... (enmamnnnnanananananana nenen ) 
Adapun rencana penggunaan dana (RPD) adalah sebagai 

berikut : 

NO. URAIAN JUMLAH KETERANGAN 

1. A. Belanja Operasional Rp. sn ecoconsanakaan 
Pemerintahan Desa 

2. -dst 
RP. sasercsaraasaan 

B. Belanja Pemberdayaan dan 
Pembangunan 

dst 

JUMLAH RP. senasasnKnnanaaa         
  

Demikian mohon dijadikan periksa. 

Kepala Desa, 

renvaganancsnananannananananann TPERRRERERETEEEEEEARSAESRA 
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/ PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO 

pnnannananaanaanaan pantun anaanana 2015 
Nomor 

Lampiran: 
Perihal Persetujuan Penyaluran Bantuan 

Kepada Desa (Alokasi Dana Desa) Tahap ...... 
Tahun Anggaran 2015 

Kepada Yth, 
BUPATI BOALEMO 

Ca. Kepala Kantor Sosial dan PM 
Kab. Boalemo 

Di 
Tempat 

Menindaklanjuti surat dari Desa ............ Nomor 
sananananaananananaa Tanggal ..................2015 Perihal Permohonan 
Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa (Alokasi Dana Desa) 
Tahap ..... Tahun Anggaran 2015, setelah kami lakukan verifikasi / 
penelitian ternyata pengajuan sudah lengkap dan benar serta sudah 
sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 
Desa LL. Nomor ....... Tahun 2015 serta telah sesuai dengan 
Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan Bantuan Keuangan Kepada 
Desa Tahun Anggaran 2015. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memberikan 
persetujuan dan rekomendasi kepada : 

Desa 

Kecamatan 

Kabupaten : Boelemo 
Untuk menerima penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa 

(Alokasi Dana Desa) Tahap .... Sebesar 509 dari total ADD yaitu 
sebesar Rp. ................ Yang akan diberikan pada Tahun Anggaran 
2015. 

Demikian mohon persetujuan dan dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

CAMAT 

Tembusan : 

1. Kepala BPKAD Kab. Boalemo, 
2. Arsip.
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BERITA ACARA PENYERAHAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA 
DESA 

(ALOKASI DANA DESA) TAHAP...... 
DESA seco.coo.oooKE CAMATAN ccenaanacoc.oooce 

KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2015 

Yang Bertanda Tangan dibawah ini : 
Nama : 

Jabatan : Bendahara Bantuan Hibah dan Sosial 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Boalemo 
selanjutnya disebut PIHAK KESATU 

a. Nama : 

Jabatan : Kepala Desa.................... 
b. Nama 

Jabatan : Bendahara Desa................. 
Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selajutnya disebut PIHAK KEDUA 
Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal-hal sebagai berikut : 

1. PIHAK KESATU menyetujui penyerahan Dana Bantuan Keuangan Kepada 
Desa (ADD) Tahap I (Satu) untuk belanja pemberdayaan masyarakat kepada 
PIHAK KEDUA sebesar Rp......... yang akan digunakan untuk : 

Kw a. Belanja Operasional Pemerintahan Desa 
- Belanja Loc Rp. 
- Belanja... Rp......... 

b. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 
- Belanja Lo. Rp... 
- Belanja .....ooooooooooo Rp... 

2. PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya penggunaan 
Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) Tahap I (Satu) sesuai dengan 
proposal/ dokumen kegiatan Tahap I(Satu) kepada PIHAK KESATU 

3. Dengan diterimanya Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD)Tahap ..... 
(Satu) PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya baik dari 
aspek keuangan, tekhnis, administrasi maupun aspek hukum terhadap 
penggunaan Dana Batuan Keuangan Kepada Desa (ADD) Tahap .... (Satu) 

Demikian berita acara penyerahan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) 
Tahap 1 (Satu) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan 
dengan penuh rasa tanggung jawab kepada kedua belah pihak. 

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA 
Bendahara Kepala Desa...... Bendahara Desa...... 

Bantuan Hibah dan Sosial 

Materai 6000 

ELSI ARSAD, S.Sos esecenceceneeneenngangn 0 sennenenananesanannen a.... 
NIP. 19730604 200312 2 008 

Kepala BPKAD selaku Ketua BPD Desa............. 
Bendahara Umum Daerah 

SUKRIL GOBEL, SE, MSi” senananetennatennnnnnnnnannanaanataanan 
NIP. 19680422 199703 1 003
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KWITANSI PENERIMAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA (ADD) 

KWINTAN SI 

Telah diterima dari : Bendahara Bantuan Hibah dan Sosial 

Uang Sebesar s.ncaoroannangunnenyununseneeunaunanangunanann sasaran 

Untuk kegiatan : Pembayaran Tahap ...... (50) dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa 
(Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2015 bagi 
Desa.......ooooo.o. Wo. Kecamatan oo. Kabupaten 
Boalemo 

Terbilang P0 Rpererenansarananannaannan 

Setuju dibayar Lunas dibayar Yang menerima 
Kepala BPKAD selaku Bendahara Bantuan Hibah Kepala Desa................ 

Bendahara Umum Daerah 

Materai 6000 

SUKRIL GOBEL,. SE, M.Si ELSI ARSAD, S.Sos 
NIP. 19680422 199703 1003 NIP. 19730604 200312 2 008 

angamnnan nara uynaananana saKuao



- 33 - 

  

   
PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO 

DESA .....ocoooooo.o.. 

    

  

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA 

Pada hari ini, ......... Tanggal ................ Tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat 
sanananaan Desa ............. Telah melaksanakan rapat desa dengan materi rapat sebagai 

1. Membahas rencana dan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Alokasi Dana 
Desa (ADD) baik untuk belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa dan 
BPD maupun belanja Pemberdayaan Masyarakat. 

2. Menyusun Proposal rencana kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD). 
3. Menyusun dan membahas rencana swadaya masyarakat dalam mendukung 

kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD). 
4. Menetapkan tim pelaksana tingkat Desa yang mengelola Alokasi Dana Desa 

(ADD). 
Adapun keputusan hasil rapat / musyawarah Dcsa adalah sebagai berikut : 
I. Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa dan BPD (3055) dialokasikan 

- Biaya Lc Rp. Lnnacacannaktana 

- Biaya ....oooo.Woooo Rp. senancansananaan 

II. Belanja Pemberdayaan Masyarakat (7076) dialokasikan diantaranya untuk : 
- Biaya Lc Rp. snnanacnnanakaan 
- Biaya... Rp. snnannannanaanan 

II. Rencana Swadaya Partisipasi Masyarakat 
a. Dana Rp. snrasannsanaaan 
b. Bahan Rp. sana naanananaan 
c. Upah Tenaga Kerja Rp. sananacananakan 

IV. Adapun susunan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa adalah sebagai 
berikut : 
a. Sekretaris I nanananananaanann 
b. Kepala Urusan PD nanannananannngan 
c. Bendahara DP nnnanananananann 

Rapat musyawarah Desa ini dihadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, LPM, 
PKK dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, Tokoh Masyarakat, Warga Masyarakat dan 
perwakilan keluarga miskin Desa ........... sebanyak........ orang, sebagaimana daftar hadir 
terlampir. 

Demikian berita acara ini dibuat dijadikan bahan seperlunya. 

emenanganusasssasaapaasansaanaa ve nsugwaaasanasanasunasannna nana JR EEEEREEREEERETERR K 

suvungusawngarasenargaeasnaan au suesunananananan aa un ana gana
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PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO 

DESA veceonnanonanone 

  

  

KABUPATEN BOALEMO 
NOMOR TAHUN 2015 

TENTANG 
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA 

TAHUN ANGGARAN 2015 

KEPALA DESA ........coc. sc... 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 
ca. Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis dan Penetapan 
Bantuan Keuangan Kepada Desa Kabupaten Boalemo Tahun 
Anggaran 2015 dan memperhatikan hasil musyawarah serta 
aspirasi masyarakat yang berkembang, dipandang perlu 
menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahun 
Anggaran 2015 Desa........... 5 

b. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan 
Alokasi Dana Desa agar berdaya guna dan berhasil guna dalam 
upaya akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, 
dipandang perlu dibentuk suatu Tim Pelaskana Kegiatan 
Alokasi Dana Desa yang terpadu yang beranggotakan dari 

Aparat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim 
Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 

  

2015 di Desa............ yang ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Desa: 

Mengingat : 1. Undang -— Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 
1994 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 
Tahun 1985Tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569), 

2. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 
Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3965), 

  

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana



10. 

11 

12. 
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telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844): 
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan  DaerahlLembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 

. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201i tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234): 

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang 
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36): 

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593), 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4587): 
. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737: 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 
tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,



Memperhatikan 

Menetapkan 
KESATU 

KEDUA 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 63 Tahun 
2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 
118), 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 65 Tahun 
2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 65, Tambahan 
Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 120): 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 68 Tahun 

18. 

19. 

2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Boalemo Nomor 123), 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor ...... 

Tahun ........ tentang Pembentukan Kecamatan ............ 
Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten 
BoalemoTahun ...... Nomor .......... 5: 
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 
2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boalemo Nomor 158): 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 

21. 

22. 

2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 
2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boalemo Nomor 171): 

Peraturan Bupati Boalemo Nomor 64 Tahun 2015 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015, 
Peraturan Bupati Boalemo Nomor ...... Tahun 2015 
tentang Petunjuk Teknis dan Penetapan Bantuan 
Keuangan Kepada Desa Kabupaten Boalemo Tahun 
Anggaran 2015, 

Berita Acara Rapat/Musyawarah Desa ............ yang 
diselenggarakan pada hari ii... Tanggal 
pnananaananaan 2015 

MEMUTUSKAN : 

Membentuk Pelaksana Teknis Kegiatan Pengelola 
Keuangan DesaTahun2015 di Desa ......... Kecamatan 
penaananananan , dengan susunan keanggotaan dan rincian 
tugas Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran 
keputusan ini. 
Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa
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Tahun Anggaran 2015 dan ditambah dengan swadaya 
masyarakat Desa ............. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Desa 

Pada tanggal 2015 
Kepala Desa .......... , 

@ooocecercoccocencnucon...



- 

  

Il. 
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA ....cooooo.. 
NOMOR : 2015 
TANGGAL : 2015 
TENTANG : PEMBENTUKAN PELAKSANATEKNIS 

PENGELOLA KEUANGAN DESA2015 DI DESA 

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN 

DESA TAHUN2015 DESA ............. 

a. Sekretaris Desa : 

b. Kepala Urusan 
c. Bendahara 

RINCIAN TUGAS PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA 
SEBAGAI BERIKUT : 

(1) $ Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD 
Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa, 

- Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan 
APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa: 

- Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBDesa: 

- Melakukan verifikasi terhadap bukti - bukti penerimaan dan 
pengeluaran APBDesa. 

(2) Kepala Urusan selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya 
Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung 
jawabnya, 

- Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan 
Desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa, 

- Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban 
anggaran belanja kegiatan: 

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, 
- Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Kepala Desa, 
- Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan. 
(3) Bendahara selaku Urusan keuangan 

- Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausakan dan 
mempertanggungjawabkan penerimaan, pendapatan Desa dan 
pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelasanaan APBDesa. 

Ditetapkan di Desa 
Pada Tanggal 2015 

Kepala Desa.............
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. PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO 

      

DESA .......ooo oo... 

KEPUTUSAN KEPALA DESA ....ooo.ooo... KECAMATAN ....ocoocoooWoo. 
KABUPATEN BOALEMO 

NOMOR TAHUN 2015 

TENTANG 

SASARAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI ALOKASI DANA DESA 

Menimbang 

Mengingat 

TAHUN ANGGARAN 2015 

KEPALA DESA .....o.oooooo.oo.o. , 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan 

1. 

Desa ....... Nomor ..... Tahun 2015 Anggaran Pendapatan 
Belanja Desa ........... Tahun Anggaran 2015 dan 
Peraturan Bupati Boalemo Nomor ...... Tahun 2015 
tentang Petunjuk Teknis dan Penetapan Bantuan 
Keuangan Kepada Desa Kabupaten Boalemo Tahun 
Anggaran 2015 serta memperhatikan hasil musyawarah 
serta aspirasi masyarakat yang berkembang, dipandang 
perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana 
Desa Tahun Anggaran 2015 Desa........... : 

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang —- Undang Nomor 21 Tahun 
1994 tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor 12 
Tahun '1985Tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569): 
Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 
Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3965): 
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004Nomor125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844): 
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan  DaerahfLembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 
Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049): 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234): 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang 

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36), 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593), 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4587), 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737, 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 
tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, 
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 63 Tahun 
2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 63,



Memperhatikan 

Menetapkan 

KESATU 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 
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Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 
118), 
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 65 Tahun 
2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 65, Tambahan 
Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 120), 
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 68 Tahun 
2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boalemo Nomor 123), 
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor ...... Tahun 
sewanaan tentang Pembentukan Kecamatan ............ 
Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten 
BoalemoTahun ...... Nomor ......... 5: 
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 41 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Alokasi 
Dana Desa di Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boalemo Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 153): 
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 
2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boalemo Nomor 158), 
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 
2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boalemo Nomor 171): 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo 
Tahun 2013 Nomor 5), 
Peraturan Bupati Boalemo Nomor 64 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2015 
Peraturan Bupati Boalemo Nomor ...... Tahun 2015 
tentang Petunjuk Teknis dan Penetapan Bantuan 
Keuangan Kepada Desa Kabupaten Boalemo Tahun 

Anggaran 2015, 

Berita Acara Rapat/Musyawarah Desa ............ yang 

diselenggarakan pada hari .........i.... Tanggal 
sananannnannan 2015 

MEMUTUSKAN : 

SASARAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI ALOKASI 
DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2015 DI DESA 

Rincian kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD) 
Tahun Anggaran 2015 Desa ........ adalah tercantum 
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari keputusan ini.



  

KEDUA 

KETIGA 
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Biaya yang diperlukan untuk belanja aparatur dan 
Operasional Pemerintah Desa dan BPD dan kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan Belanja Desa ......... Tahun Anggaran 2015. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat 
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaiman 
mestinya. 

Ditetapkan di Desa 
Pada Tanggal 2015 

Kepala Desa............. 

onasnanananowusvanunuanaan
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOALEMO 

NOMOR & TAHUN 2015 

TANGGAL 27 MARET 2015 

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RENCANA 
ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT PERMINTAAN 

PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA, PENATAUSAHAAN, 
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER, SERTA LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA 

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa 

LAMBANG 
EMDES 

PEMERINTAH DESA nana cancennatenaatanan 
KECAMATAN ana cano nan ennntenanaaan 
KABUPATEN anna nesanaetataaann 
  

Menimbang 

Mengingat 

NOMOR .nntasataaan TAHUN... 
TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN sn ncnneannatatn 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA ..a..ooco.Wo oom. 

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasai .... Peraturan Daerah 
Kabupaten ........ Nomor ... Tahun ...... tentang Lo. , 
Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), 

. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan 

dan Bclanja Dcsa (APBDcsa) sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa, 

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan 
Desa Lacnntkkkkan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) menjadi Peraturan Desa .............. tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 

...c.o... 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .............. Tahun ........ 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
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5. Peraturan Daerah Kabupaten ........... Nomor snnacaccanaan Tahun 

santunan tentang ............. (Lembaran daerah Kabupaten .................. 
Tahun ............ Nomor ..... 5: 

6. Dst 

Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...acccnasnnataan 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 1 RANCANGAN PERATURAN DESA nnsanasesataan TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN ....ococooo Wo. 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai 

berikut: 
1. Pendapatan Desa 

Rp. acc macamaanaaan 

2. Belanja Desa 
kw a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

Rp... Woman 

b. Bidang Pembangunan RP... onaena nana asean 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan RP. anne ena 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp ssnnansenanaanannannanaan 
e. Bidang Tak Terduga 

Jumiah Belanja RP hn annantnnennsenaanaann 
Surplus/ Defisit RPh ons onanannsananaanann 

  

   

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan (a-b) 

  

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana 

dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

kw Pasal 3 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Pasal 4 
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa 

guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. 
Pasal 5 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa 

ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa. 

Ditetapkan di .......oi.. 

Telah di Evaluasi Bupati/walikota Pada tanggal ..........ooo. 
a.n. Camat ....... 

ttd KEPALA DESA sanam aananenntan 

#mavanpannennananuanennann pananana sanam
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Lampiran Peraturan Desa 

Nomor 

Tahun 

Tentang : Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa. 

FORMAT 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PEMERINTAH DESA............. 
TAHUN ANGGARAN............. 

    

URAIAN ANGGARAN 
(Rp) 

KETERANG 
AN 

  

2 3 4 
  

' PENDAPATAN 
  

Pendapatan Asli Desa 
  

pa
ss
 

Hasil Usaha 
  

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 
  

G
a
l
i
 

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 
  

  

Pendapatan Transfer 
  

D
I
M
 

Dana Desa 
  

ND | 
me

 

Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah 
kabupaten/ kota 
  

Alokasi Dana Desa 
  

Bantuan Keuangan 
  

Bantuan Provinsi 
  

tt
 |
 

ma 
| 
pm
 

| 
oa

 

w
i
b
i
n
w
i
w
 

s
l
a
l
a
|
w
»
 

Bantuan Kabupaten / Kota 
  

  

k-
 

Pendapatan Lain lain 
  

W
I
 w 

Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 
yang tidak mengikat 
  

Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 
  

  

JUMLAH PENDAPATAN 
  

  

x BELANJA 
  

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa 
  

Penghasilan Tetap dan Tunjangan 
  

N
I
K
 

Belanja Pegawai: 
  

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 
Perangkat 
  

- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 
  

- Tunjangan BPD 
  

ND NM
 

Operasional Perkantoran 
  

Belanja Barang dan Jasa 
  

- Alat Tulis Kantor 
  

- Benda POS 
  

- Pakaian Dinas dfan Atribut 
  

- Pakaian Dinas 
  

- Alat dan Bahan Kebersihan 
              - Perjalanan Dinas      
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- Pemeliharaan 

- Air, Lis dasn Tele 

- Honor 

Belanja Modal 

ter 

- Meja dan Kursi 

- Mesin TIK 

Belanja Barang dan Jasa 

- ATK 

- daan 

- Konsumsi Ra 

- 
dst soncooc.nconno020000000000500000 

al RT/ RW 

Belanja dan Jasa 

- ATK 

- Pen daan 

- Konsumsi 

Pelaksanaan Pem 

Perbaikan Saluran 

Belanja dan jasa 

jalan desa 

dan Jasa : 

Bi Pembinaan 

Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan 
Ketertiban 

Belanja dan Jasa: 

- Honor Pelatih 

- Konsumsi 

- Bahan Pelatihan  
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Bi Pem aan M 

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan 

Be a Barang dan Jasa: 

- Honor tih 

- Konsumsi 

Kegi jadian Luar Biasa 

Be a Barang dan Jasa: 

- Honor tim 

- Konsumsi 

- Obat-obatan 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS / DEFISIT 

PEMBIAYAAN 

Penerimaan Pembia 

SILPA 

Pencairan Dana Ca 

Hasil Ke Y 

JUMLAH (RP 

Pembentukan Dana Cadan 

Modal Desa 

JUMLAH (RP)   
DISETUJUI OLEH 

KEPALA DESA noona
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B. format Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 

osu.cocecoococe 

1. Bidang sana 
2. Kegiatan : .......iooeee 
3. Waktu Pelaksanaan : 

Rincian Pendanaan 

nasurungeuuneanasoneagenanae 

  

  

  

  

        
      
  

NO. URAIAN VOLUME HARGA JUMLAH 
SATUAN (Rp) 

(Rp.) 
1 2 3 4 5 

JUMLAH (Rp) 

pennaanannaannann , tanggal... 

Disetujui/ mengesahkan Pelaksana Kegiatan 
Kepala Desa 

perang egusanganyenneangananuannanganannang————————————————————————————————— swuscawanunanannuanganngangan aman au nan uan naa 

Cara pengisian : 
Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. 
Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam 
APBDesa. 

kolom 1 diisi dengan nomor urut 
kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan. 
kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/ barang. 
kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar 
orang/ barang 
kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4. N 

D
Y
A
K
 

N
a
 

 



e 
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C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 

  

    

  

  

      
                    
  

DESA...enasananaatataan KECAMATAN... acara 
TAHUN ANGGARAN... inci canannnansn nana 

1. Bidang 
2. Kegiatan : 

Penerimaan (Rp. Pengeluaran(Rp. 
. . an (Rp) Nomor Belanja Rp Jumlah Saldo 

No. | Tanggal Uraian Dari Swadaya Bukti Baran Belanja | Pengembalian Kas (Rp.) 

Bendahara | Masyarakat d 8 | Modal | ke Bendahara | 
an Jasa 

1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 
Pindahan Jumlah dari 
halaman sebelumnya 

Jumlah 

Total Penerimaan Total Pengeluaran 

| Total Pengeluaran t Saldo Kas 

DeSa......ooo 
anna /Tanggal...... 

Pelaksana Kegiatan 

Cara pengisian: 

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok. 
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa. 
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi. 
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi. 
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara. 
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat. 
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi. 
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa. 
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal. 
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara. 
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah. 
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D. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

1. Bidang” 5 coco mana 
2. Kegiatan : oo Jnnenasanananan 
3. Waktu Pelaksanaan : 

Rincian Pendanaan 

  

  

  

  

    

                  
  

NO. URAIAN PAGU PENCAIRAN PERMINTAAN JUMLAH SISA DANA 
ANGGARAN S.D. YG LALU SEKARANG SAMPAI SAAT 

(Rp.) (Rp.) (Rp) (Rp) (Rp.) 

«v JUMLAH 

anvenannsansanaan , tanggal... 

Telah dilakukan verifikasi Pelaksana Kegiatan 

Sekretaris Desa 

“s0neuscconsanaganaanassaasaauaananansanana””””——”——”—————————————————————————”/ sancuoccconaanauanssangsasanannnunnananaanna 

Setujui untuk dibayarkan Telah dibayar lunas 
Kepala Desa Bendahara 

Petunjuk pengisian: 
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. 
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam 

APBDesa. 
Kolom 1 dengan nomor urut. 
Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. 
Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan. 
Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya. 
Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar. 
Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini. 
Kolom 7 disi dengan sisa anggaran. S

D
O
N
D
Y
A
W
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E. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja 

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA 
DESA scenes KECAMATAN essen 

TAHUN ANGGARAN oo 

PENERIMA 

2 

  

JUMLAH 

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk 
mmgkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-undangan. 

xv Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

a0coororresuganosenauanaunaonapenuupnanuuungunanuanasuaana 

Cara pengisian: 

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja 
desa. 

Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam 
APBDesa 

Kolom 1 diisi dengan nomor urut 

Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja 

Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja 

kolom 4 diisi dengan jumlah belanja 

baris jumlah diisi jumlah keseluruhan N
A
D
A
 

N
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F. Format Penatausahaan 

1. Buku Kas Umum 

BUKU KAS UMUM 

DESA wan usa KECAMATAN ee 

KODE 
REKENING PENERIMAAN | PENGELUARAN | NO BUKTI INGELUARAN 

i , OMULATIF 

3 5 6 4 3 

  

MENGETAHUI BENDAHARA DESA, 
KEPALA DESA, 

snunusungnasangsanakaonenganenansuannasaa””””””””———————————————————————————————————” an. co.c.nauxansansassannngunann 

Cara Pengisian : 
Kolom. Idiisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas 
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas 
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas 
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas 
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi 
Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas 
Kolom 9 diisi dengan saldo kas. 
Catatan : 
sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.
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BUKU BANK DESA 

  

  

  

  

  

  

        
  

                
  

DESA nana KECAMATAN soo oom aanannataan 
TAHUN ANGGARAN ....... 

BULAN 
BANK CABANG 
REK. NO. 

PEMASUKAN PENGELUARAN 
TANGGAL |” URAIAN BUKTI SETORA | '” BUNGA | PENARIKA 

No. hysarsi kansaksSi — TRANSAKSI N BANK N Ta INISTRASI (R SALDO 
Rp) (Rp.) (Rp.) P. P. 

J 2 3 7 5 6 7 8 9 70 

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI 
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF 

pennannaannan , tanggal... 
MENGETAHUI 
KEPALA DESA, 

Cara Pengisian : 
Kolom Idiisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank. 
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank. 
Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran. 
Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi. 
Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran. 

sownunaguyevanna an 

Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.. 
Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan. 
Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak. 
Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi. 
Kolom 10 diisi dengan saldo Bank. 

anesusnupuseran yu nonuvyannun aan a 
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1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(Semester Pertama) 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

SEMESTER PERTAMA 
PEMERINTAH DESA 
TAHUN ANGGARAN 

.o..rerune 

sarconam. 2... 

  

KODE 
KENING 

URAIAN JUMLAH 
ANGGARA 
N 

(Rp.) 

JUMLAH 
ALISASI 

(Rp.) 

LEBIH/ 
KURANG 

(Rp.) 
  

2 3 
  

PENDAPATAN 
  

Pendapatan Asli Desa 
  

Hasil Usaha 
  

a
l
e
j
e
l
—
 

Swadaya, Partisipasi dan 

Gotong Royong 
  

Lain-lain Pendapatan Asli 
Desa yang sah 
  

  

Pendapatan Transfer 
  

T
a
 

Dana Desa 
  

ND
 

Ls
) Bagian dari hasil pajak 

'tribusi daerah kabupaten / 
kota 
  

Alokasi Dana Desa 
  

Bantuan Keuangan 
  

—
 Bantuan Provinsi 

  

pa
m 

| 
pa

sa
k 
| 
p
e
t
 |

 p
en

d 

R
I
N
I
N
f
K
X
 

| 
£|

 
2
1
9
 

Bantuan Kabupaten / Kota 
  

  

In
ah

 

w Pendapatan Lain lain 
  

wD Hibah dan Sumbangan dari 
hk ke-3 yang tidak mengikat 
  

Lain-lain Pendapatan Desa 
yang sah 
  

  

JUMLAH PENDAPATAN 
  

  

IS
) BELANJA 
  

Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 
  

Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan 
  

Belanja Pegawai: 
  

- Penghasilan Tetap Kepala 

Desa dan Perangkat 
          -Tunjangan Kepala Desa 

dan Perangkat              
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- Tunjangan BPD 

Perkantoran 

ja dan Jasa 

- Alat Tulis Kantor 

- Benda POS 

- Pakaian Dinas dfan 

Atribut 

- Pakaian Dinas 

- Alat dan 

Kebersihan 

- alanan Dinas 

- Pemeliharaan 

- Air, Listrik,dasn T 

- Honor 

213 Belanja Modal 

-K ter 

- Meja dan Kursi 

- Mesin TIK 

dan Jasa 

- Konsumsi t 

— dst.. —..a... cGesacoeoaeaounan 

ional RT/ RW 

2| Belanja Barang dan Jasa 

- ATK 

- Komsumsi 

Bidang Pelaksanaan 
Desa 

1 Perbaikan Saluran 

lt 2| Belanja dan jasa 
- U 1 

- Honor 

jalan desa 

dan Jasa :  
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Bidang Pembinaan 

Kegiatan Pembinaan 
tentraman dan Ketertiban 

2 a dan Jasa: 

- Honor Pelatih 

- Konsumsi 

- Bahan Pelatihan 

Bidang Pemberdayaan 

Kegiatan Pelatihan Kepala 
Desa dan t 

2| Belanja dan Jasa: 

- Honor pelatih 

- Konsumsi 

- Bahan pelatihan 

Kegiatan Kejadian Luar 
Biasa 

a dan Jasa: 

- Honor tim 

- Konsumsi 

- Obat-obatan 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS / DEFISIT  
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PEMBIAYAAN 
  

Penerimaan Pembiayaan 
  

k
s
 SILPA 

  
ND
 Pencairan Dana Cadangan 

  

G
M
 

o
l
 

li 
WM 

Pe
t 
j
p
 

po
s 
Dm
na
 

Hasil Kekayaan Desa Yang 
di pisahkan 
  

JUMLAH (RP) 
  

Pengeluaran Pembiayaan 
  

M
l
 

M
I
X
 

Pembentukan Dana 

Cadangan 
  

Penyertaan Modal Desa 
  

JUMLAH (RP) 
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2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(Semester Akhir Tahun) 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA 

SEMESTER AKHIR TAHUN 
PEMERINTAH DESA 
TAHUN ANGGARAN 

nanuunna 

..... 

  

KODE 
KENING 

URAIAN JUMLAH 
ANGGARA 
N 

(Rp.) 

JUMLAH 
LALISASI 

(Rp.) 

LEBIH/ 
KURANG 

(Rp-) 

KET. 

  

2 3 
  

PINDAHAN SALDO 
SEMESTER PERTAMA |) 
  

PENDAPATAN 
  

Pendapatan Asli Desa 
  

ta
 

Hasil Usaha 
  

| 
e
n
a
 

Swadaya, Partisipasi dan 
Gotong Royong 
  

Lain-lain Pendapatan Asli 
Desa yang sah 
  

  

Pendapatan Transfer 
  

MD Dana Desa 
  

w
 

N
 Bagian dari hasil pajak 

tribusi daerah kabupaten/ 
kota 
  

Alokasi Dana Desa 
  

Bantuan Keuangan 
  

Bantuan Provinsi 
  

pa
 P

i 
en
i 

ea 

N
N
 

K
I
 

P
I
R
 

h
j
 

MW 

Bantuan Kabupaten / Kota 
  

  

p
a
 

&
 Pendapatan Lain lain 

  

w
 Hibah dan Sumbangan dari 

Ik ke-3 yang tidak mengikat 
  

Lain-lain Pendapatan Desa 
yang sah 
  

  

JUMLAH PENDAPATAN 
  

  

  

  

  

2 BELANJA 

211 Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 

211/1 Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan 

21111 Belanja Pegawai: 
  

- Penghasilan Tetap Kepala 
Desa dan Perangkat 
        - Tunjangan Kepala Desa 

dan Perangkat               
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- Tunjangan BPD 

ional Perkantoran 

ja dan Jasa 

- Alat Tulis Kantor 

- Benda POS 

- Pakaian Dinas dfan 

Atribut 

- Pakaian Dinas 

- Alat dan Bahan 

Kebersihan 

- jalanan Dinas 

- Pemeliharaan 

- Air dasn Tel 

- Honor 

- Meja dan Kursi 

- Mesin TIK 

Barang dan Jasa 

- ATK 

- daan 

- Konsumsi Rapat 

Bidang Pelaksanaan 
Pem an Desa 

1 Perbaikan Saluran 

112) Belanja Barang dan jasa 

-U ja 

- Honor 

jalan desa 

21 21 Belanja Barang dan Jasa : 

-U ja  
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Bidang Pembinaan 

Kegiatan Pembinaan 
traman dan Ketertiban 

21 Be a dan Jasa: 

- Honor Pelatih 

- Konsumsi 

- Bahan Pelatihan 

Bidang Pemberdayaan 

Kegiatan Pelatihan Kepala 
Desa dan t 

2 ja Barang dan Jasa: 

- Honor 

- Konsumsi 

Kegiatan Kejadian Luar 
Biasa 

ja dan Jasa: 

- Honor tim 

- Konsumsi 

- Obat-obatan 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS / DEFISIT 

PEMBIAYAAN  
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Penerimaan Pembiayaan 
  

t
a
 SILPA 

  

ND
 Pencairan Dana Cadangan 

  

W
I
 
W
I
 
W
I
»
 

pd
 |

 t
ea

 D
e
a
 

w
 Hasil Kekayaan Desa Yang 

di pisahkan 
  JUMLAH (RP) 
  

  

Pengeluaran Pembiayaan 
  

t
o
l
 

S
I
K
 

Pembentukan Dana 
Cadangan 
    Penyertaan Modal Desa 
  

JUMLAH (RP) 
                  
  

DISETUJUI OLEH 
KEPALA DESA 2... nenanatanaan 
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LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA 

PEMERINTAH DESA anoman 
KECAMATAN noor. cenanatanaaann 
KABUPATEN ......ooorooco. 

  

NOMOR nano TAHUN.......... 
TENTANG 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

11. 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN coco Wo. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA Leo. 

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah 
Kabupaten ........ Nomor ... Tahun ...... tentang Leccceenakkkkan , 
Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa... Tahun Anggaran, 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558): 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .............. Tahun ........ 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 
Peraturan Daerah Kabupaten .......... NOMOF men. Tahun ........ 
tentang... (Lembaran daerah Kabupaten .................. 
Tahun Las. Nomor ..... ): 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ma... Wo. 

MEMUTUSKAN 

RANCANGAN PERATURAN DESA .nantaatsatsaan TENTANG 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 
PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA nsccerantanennanaanananaan TAHUN ANGGARAN 
20... MENJADI PERATURAN DESA .aneceecenananennaatatan
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TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 
PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA nanaacatananannanannaaaaan TAHUN ANGGARAN 

Dansa 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai 

berikut: 
1. Pendapatan Desa 

2. Belanja Desa 
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

Rp. nan. c na namnananananaanan 

b. Bidang Pembangunan RP rana ncncnnnnnananannan 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rpr nannanakeannankan 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rpr an nnannantananaananaan 
e. Bidang Tak Terduga 

Jumlah Belanja PPn nanannntanananananaaan 
Surplus/ Defisit RP. ancam cmn nananannanaan 

  

   

& 3. Pembiayaan Desa 
us a. Penerimaan Pembiayaan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan (a-b) 

  

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri 
dari: 

1. LampiranI : Laporan Pertanggungjawaban RcalisasiPclaksanaan APBDesaTahun 
Anggaran ......... : 

2. Lampiran II: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa. 

Pasal 3 
. Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang 

( tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

  

Pasal 4 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa 

ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa. 

Ditetapkan di ................ 
Pada tanggal ................. 
KEPALA DESA a.n. co... 

enocacugungovann ena anananUaneponusuna un anuana
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. “e.co.c.. 

Lampiran! Peraturan Desa 
Nomor 

Tentang :LaporanPertanggungjawaban 
Realisasi Pelaksanaan APBDesa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tahun Anggaran ....... 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa 
PEMERINTAH DESA ......Le..o. oo... 
TAHUN ANGGARAN........o.ocooo.r 

KODE URAIAN ANGGARA | REALISA | LEBIH/ | KET. 
CKENING N SI KURAN 

G 

(Rp-) (Rp-) (Rp.) 
1 2 3 4 5 6 

1 PENDAPATAN 

1) 1 Pendapatan Asli Desa 

1) Lil Hasil Usaha 

1( 12 Swadaya, Partisipasi dan 
Gotong Royong 

1/1/3 Lain-lain Pendapatan Asli 
Desa yang sah 

1|2 Pendapatan Transfer 

1211 Dana Desa 

212 Bagian dari hasil pajak 
ribusi daerah kabupaten/ kota 

112/3 Alokasi Dana Desa 

11214 Bantuan Keuangan 

11 2/4 i Bantuan Provinsi 

1121412 Bantuan Kabupaten / Kota 

113 Pendapatan Lain lain 

1131 Hibah dan Sumbangan dari 
hak ke-3 yang tidak mengikat 

11312 Lain-lain Pendapatan Desa 
yang sah 

JUMLAH PENDAPATAN 

2 BELANJA 

211 Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 

21111 Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan 

211)1| 1 Belanja Pegawai: 

- Penghasilan Tetap Kepala 
Desa dan Perangkat 

- Tunjangan Kepala Desa dan 
Perangkat 

- Tunjangan BPD 

21112 Operasional Perkantoran                     
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ja dan Jasa 

- Alat Tulis Kantor 

- Benda POS 

- Pakaian Dinas dfan Atribut 

- Pakaian Dinas 

- Alat dan Bahan Kebersihan 

- jalanan Dinas 

- Pemeliharaan 

- Air, Listrik,dasn Tel 

- Honor 

Belanja Modal 

- Komputer 

- Meja dan Kursi 

- Mesin TIK 

Belanja Barang dan Jasa 

- ATK 

- Konsumsi Rapat 

Operasional RT/ RW 

ja dan Jasa 

- ATK 

- Komsurnsi 

Bidang Pelaksanaan 
Pem Dcsa 

Perbaikan Saluran 

ja Barang dan jasa 

-U a 

- Honor 

Belanja Modal 

- Semen 

- Material 

jalan desa   Belanja Modal:
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Bidang Pembinaan 
arakatan 

Kegiatan Pembinaan 
tentraman dan Ketertiban 

Belanja dan Jasa: 

- Honor Pelatih 

- Konsumsi 

- Bahan Pelatihan 

Bidang Pemberdayaan 
M t 

Kegiatan Pelatihan Kepala 
Desa dan Perangkat 

ja dan Jasa: 

- Honor 

- Konsumsi 

- Bahan 

jadian Luar Biasa 

ja dan Jasa: 

- Honor tim 

- Konsumsi 

- Obat-obatan 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS / DEFISIT 

PEMBIAYAAN 

Penerimaan Pembia 

SILPA 

Pencairan Dana 

Hasil Kekayaan Desa Yang di 
isahkan 
JUMLAH (RP)  
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Pengeluaran Pembiayaan 
  

-
 Pembentukan Dana Cadangan 

  

w
 

Kw
 

Penyertaan Modal Desa 
  JUMLAH (RP) 
  

  

          
- Pembiayaan Netto 
(PENERIMAAN PEMBIAYAAN 
-PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN ) 

- SILPA tahun berjalan 
(SELISIH ANTARA 
PEMBIAYAAN NETTO 
DENGAN HASIL 
SURPLUS/DEFISIT)       
  

TANGGAL mc... 

(KEPALA DESA 

#unnangaucanaananan 

menuangannanun 
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LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA 
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20... 

  

URAIAN TAHUN N TAHUN N-1 

  

(Tahun Periode (Tahun 
Pelaporan) Sebelumnya) 

I. ASET DESA 

A. ASET LANCAR 

1. Kas Desa 

a. Uang kas di Bendahara Desa 

b. Rekening Kas Desa 
2. Piutang 

a. Piutang Sewa Tanah 

b. Piutang Sewa Gedung 

3. Persediaan 

a. Kertas Segel 

b. Materai 

  

JUMLAH ASET LANCAR 
  

B. ASET TIDAK LANCAR 

1. Investasi Permanen 

- Penyertaan Modal Pemerintah Desa 

2. Aset Tetap 

- Tanah 

- Peralatan dan Mesin 

- Gedung dan bangunan 

- Jalan, Jaringan dan Instalasi 

3. Dana Cadangan 

- Dana Cadangan 

4. Aset tidak lancar Lainnya 

  

& JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 
  

JUMLAH ASET (AtB) 
  

II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
  

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
  

  

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH I - II) 
            

TANGGAL non. comoennaennnannaaan 

(KEPALA DESA ............ ) 

Penjelasan tabel: 

1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli 
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan 
hak lainnya yang sah.
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2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara 
Desa maupun di rekening kas desa. 

3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan 
desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam 
waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut. 

4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang 
dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode 
normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro. 

5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap 
milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, 

jaringan dan instalasi. 
6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang 

memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 
anggaran. 

7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah. 
8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa. 

Catatan : 
Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak 

dibuka peluang untuk pinjaman. 
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PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA 

  

  

          
  

  

  

  

  

  

            
  

Tanggal Prnanaaaan 

Desa Pnnaannaan 

Kecamatan Pennnanaana 

Kabupaten Pp nnanaan 

No Jenis Lokasi Rincian Volume Satua Sumber Jumlah 

kegiatan Kegiatan Kegiatan n Dana (Rp) 

Sub Total Jenis Kegiatan . 

1) Rp. 

Sub Total Jenis Kegiatan 

(2) | Rp. 

Sub Total Jenis Kegiatan 

(3) | | “ Rp. 

Sub Total (4): — - Rp. 
Total (1 sjd 4) | 0 Rp.         
  

sercanauunanuenuunan



    

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO 
KECAMATAN mo 

DESA... cerartnenaranara 

  

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 

NOMOF 2 La. avanan aneka aan kenna nasa anna 

Yanga bertanda tangan dibawah ini : 
Nama Dankenananaaaenaa 
Jabatan : Kepala Desa............ 
Alamat : (sesuai KTP) 

dengan ini menyatakan bahwa pengajuan proposal permintaan Bantuan Keuangan 

Kepada Desa/Alokasi Dana Desa Tahap... yang kami ajukan, sebesar 

RP. naa » TEMDIIANG 2... ee Rupiah, akan saya 

gunakan sesuai dengan proposal yang kami ajukan, dan dengan ini menyatakan 

dengan sebenarnya bahwa : 
1. Bertanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan Bantuan Keuangan Kepada 

/Alokasi Dana Desa sebesar tersebut diatas, 

2. Jumlah uang tersebut diatas tidak akan dipergunakan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan 

yang berlaku, 

3, Bersedia memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Bupati Naiuna Nomor 6 

Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa/Alokasi 

Dana Desa dan Insentif, Pelaksanaan sesuai pasal 10, Penatausahaan, dan 

Pelaporan sesuai dengan Pasal 11, 12 dan 13: 

4. Laporan penggunaan dana merupakan bukti fisik yang menjadi tanggung jawab 

mutlak, 
. 5. Bersedia dan koorporatif terhadap auditor/pemeriksa yang akan melakukan 

pemeriksaan atas keabsahan Laporan pelaksanaan kegiatan yang saya 

sampaikan dengan menunjukan bukti fisik atas penggunaan dana. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk, dan sewaktu-waktu 

bersedia dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang atas belanja bantuan 

keuangan Kepada Desa/Alokasi Dana Desa yang kami terima sebesar tersebut diatas 

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.. 

Kepala Desa Selaku Pemegang Kekuasaan 

dan kekayaan yang dipisahkan 
  

Materai SUV 

      
anasamananeussannarargenanun gan anne un NA 

(Nama Jelas)


